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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kedudukan Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh bertentangan 

dengan Sistem Peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan 

kewenangan Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus 

dari peradilan agama yang mengadili 2 (dua) peradilan secara 

bersamaan yakni peradilan umum dan peradilan agama 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 Undang- Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana 

pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu 

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, 

sedangkan Mahkamah Syariah dengan dua lingkungan 

peradilan walaupun peradilannya berada di bawah Mahkamah 

Agung.  

2. Cara pengisian jabatan hakim Mahkamah Syariah tidak selaras 

dengan sistem peradilan di Indonesia dan undang- undang 

terkait. Hal ini dikarenakan dalam pengangkatan dan 

pemberhentian hakim Mahkamah Syariah ada campur tangan 

dari lembaga eksekutif yakni Gubernur yang seharusnya tidak 

bisa dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Qanun 

Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. 

Sebagai lembaga independen, Mahkamah Agung yang 

merupakan lembaga yudikatif bebas dari campur tangan pihak 
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lain. Pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah 

Syariah yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 

Tentang Peradilan Syariat Islam juga tidak selaras dengan 

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang 

Pemerintahan Aceh yang mana pengaturan mengenai qanun 

diatur secara jelas dalam undang- undang tersebut. Gubernur 

sebagai lembaga eksekutif tidak memiliki kewenangan dalam 

pengangkatan dan pemberhentian hakim yang dalam Undang- 

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas 

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama dilakukan oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.  

3. Hubungan Mahkamah Syariah dengan lembaga peradilan lain 

dalam hal ini Mahkamah Agung tidak selaras dengan sistem 

peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Mahkamah Syariah 

yang menerapkan sistem syariat islam dalam sistem hukumnya 

pada saat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 

sebagaimana tercantum pada Pasal 131 Undang- Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 

menimbulkan perbenturan sistem hukum yang pada awalnya 

diputus dengan sistem syariat islam kemudian diajukan kasasi 

dengan sistem hukum nasional yang diterapkan oleh 

Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum 

pada setiap putusan serta membuat masyarakat bingung 

terhadap sistem hukum apa yang akan diterapkan. 

5.2. Saran  

  Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran 

penelitian yakni sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat 

undang- undang untuk memperhatikan hierarki peraturan 
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perundang- undangan agar tidak terjadi perbenturan terhadap  

peraturan yang terkait dalam hal kewenangan yang dimiliki 

suatu lembaga atau peradilan yang diatur dalam undang- 

undang harus memperhatikan undang- undang diatasnya yang 

telah mengatur terlebih dahulu kewenangan tersebut.  

2.  Disarankan kepada seluruh pembuat peraturan perundang- 

undangan selain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar lebih 

memperhatikan sinkronisasi peraturan agar tidak terjadi 

peraturan yang tumpah tindih sehingga keadilan dan kepastian 

hukum dapat tercipta dengan baik. Hal ini berkaitan dengan 

peraturan yang ada di daerah berupa produk hukum yang baru 

agar memperhatikan sinkronisasi peraturan yang telah ada 

untuk terciptanya keadilan dan kepastian hukum. 

3. Disarankan kepada Mahkamah Agung sebagai badan peradilan 

tertinggi terhadap badan peradilan dibawahnya untuk 

memperbaharui peraturan terkait mengenai pemberlakuan 

sistem hukum yang diterapkan pada pengadilan khusus seperti 

Mahkamah Syariah mulai dari tingkat pertama hingga tingkat 

kasasi yang mana pada tingkat kasasi menggunakan sistem 

hukum nasional. Peradilan yang ada di Aceh yakni Mahkamah 

Syariah yang merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah 

Agung mengeluarkan putusan yang menerapkan sistem syariat 

islam, namun pada saat mengajukan kasasi ke Mahkamah 

Agung, putusan sebelumnya akan berbeda dan membuat 

masyarakat bingung terhadap penerapan sistem hukum yang 

berlaku dikarenakan Mahkamah Agung menggunakan sistem 

hukum nasional yang berlaku. 
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